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ABSTRAK

Kasus korupsi berupa penggelapan dana, penyalahgunaan anggaran, dan
penyalahgunaan wewenang terjadi pada salah satu desa di Desa Cimangguhilir
Kecamatan Bantarujeg Kabupaten Majalengka, Kepala Desa Cimangguhilir yang
bernama Agus Mustawan Panji Gumilar Bin O. Samya telah melakukan tindak
pidana korupsi terhadap Dana Desa dan Alokasi Dana Desa untuk Desa
Cimangguhilir Kecamatan Bantarujeg Kabupaten Majalengka tahun anggaran
2016, tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kepala Desa Agus Mustawan
Panji Gumilar Bin O. Samya sebanyak kurang lebih Rp. 104.018.805,- (seratus
empat juta delapan belas ribu delapan ratus lima rupiah), Kepala Desa Agus
Mustawan Panji Gumilar Bin O. Samya telah diputus bersalah melakukan tindak
pidana korupsi berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kelas 1 A Khusus
Bandung Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bdg. Berdasarkan hal tersebut yang
menarik untuk diteliti yaitu bagaimanakah analisis Putusan Pengadilan Negeri
Kelas 1 A Khusus Bandung Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bdg serta
bagaimanakah pertimbangan hukum Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri
Kelas 1 A Khusus Bandung Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bdg.

Pembahasan studi kasus ini penulis menggunakan metode penelitian
yuridis normatif yang bertujuan untuk mencari asas-asas dan dasar-dasar falsafah
hukum positif, serta menemukan hukum secara in-concreto. Spesifikasi penelitian
ini adalah deskriptif analitis, yaitu tidak hanya menggambarkan permasalahan
saja, melainkan juga menganalisis melalui peraturan yang berlaku dalam hukum
pidana. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan untuk
memperoleh data sekunder serta penelitian lapangan untuk mengumpulkan data
primer.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan
Negeri Klas I A Khusus Bandung Nomor : 56/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bdg
tertanggal 7 November 2018 yang menjatuhkan pidana selama satu tahun kepada
terdakwa Agus Mustawan Panji Gumilar Bin O Samya terlampau ringan untuk
kejahatan berupa tindak pidana korupsi. VVonis pidana ringan untuk tindak pidana
korupsi tidak sejalan dengan tujuan pemidanaan sebagai upaya pembinaan bagi
seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya
kejahatan serupa. Pertimbangan hukum Majelis Hakim pada Putusan Nomor :
56/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bdg telah menggunakan pertimbangan yuridis dan non-
yuridis. Dari segi pertimbangan non-yuridis masih terdapat hal yang tidak
dipertimbangkan oleh Majelis Hakim terutama dari segi hal-hal yang
memberatkan. Majelis Hakim harusnya mempertimbangkan bahwa tindak pidana
korupsi tidak hanya menyangkut kerugian negara akan tetapi perbuatan tersebut
juga berdampak pada pelayanan publik yang tidak maksimal, ketika pelayanan
publik tidak maksimal maka tujuan bernegara untuk mencapai kesejahteraan
bersama tidak tercapai dengan demikian perbuatan terdakwa tidak mendukung
hakikat hidup bernegara.



ABSTRACT

Cases of corruption in the form of embezzlement of funds, misuse of
budget, and abuse of authority occurred in one of the villages in Cimangguhilir
Village, Bantarujeg District, Majalengka Regency, Cimanggubhilir Village Head,
Agus Mustawan Panji Gumilar Bin O. Samya had committed a criminal act of
corruption against the Village Fund and Village Fund Allocation for
Cimangguhilir Village, Bantarujeg Subdistrict, Majalengka Regency in the 2016
fiscal year, corruption committed by the Village Head Agus Mustawan Panji
Gumilar Bin O. Samya approximately Rp. 104,018,805, - (one hundred four
million eighteen thousand eight hundred and five rupiah), Agus Mustawan Village
Head Panji Gumilar Bin O. Samya has been convicted of committing a criminal
act of corruption pursuant to Class 1 A Special District Court Decision Bandung
Number 56 / Pid.Sus -TPK / 2018 / PN.Bdg. Based on that, what is interesting to
study is how the analysis of Class 1 A District Court Decision Especially Bandung
Number 56 / Pid. Sus-TPK /2018 / PN.Bdg and how is the legal considerations of
Judges in Class 1 A Special District Court Decision Bandung Number 56 / Pid
.Sus-TPK / 2018 / PN.Bdg.

The discussion of this case study the author uses normative juridical
research methods that aim to look for the principles and foundations of positive
legal philosophy, and find law in concreto. The specification of this research is
analytical descriptive, which is not only describing the problem, but also
analyzing through regulations that apply in criminal law. Data collection
techniques are done through library research to obtain secondary data and field
research to collect primary data.

The results of the study concluded that the Decision of the Judges of the
Special District of Bandung Special District Court Bandung Number: 56 /
Pid.Sus-TPK / 2018 / PN. crime in the form of a criminal act of corruption. Minor
criminal sentences for corruption are not in line with the purpose of punishment
as an effort to foster an offender as well as preventive measures against the
occurrence of similar crimes. The legal considerations of the Panel of Judges on
Decision Number 56 / Pid.Sus-TPK / 2018 / PN.Bdg have used juridical and non-
juridical considerations. In terms of non-juridical considerations, there are still
matters which are not considered by the Panel of Judges, especially in terms of
incriminating matters. The Panel of Judges should consider that the criminal act
of corruption is not only related to the state's loss but the act also has an impact
on public services that are not optimal, when public services are not optimal then
the purpose of the state to achieve common prosperity is not achieved so that the
actions of the defendant do not support the nature of state life.
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